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ABSTRAK 

 

Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari sebuah 

temuan kasus yang ditemukan oleh penulis bahwasanya ada sepasang 

pegantin di Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan yang melangsungkan pernikahan dengan 

melakukan perjanjian pranikah dengan syarat suami tidak boleh 

melakukan poligami setelah pernikahan dengan mempelai 

wanita,yang praktiknya perjanjian ini dilakuakan dihadapan keluarga 

kedua belah pihak dan Pegawai Pencatat Nikah. 

Hasil penelitian ini yang pertama adalah melihat pada 

Undang-undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan tahun 1974 dan 

juga Pasal 45 KHI, menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan 

perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai 

kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan 

mempunyai syarat sah, yaitu: (1) Tidak menyalahi hukum syari’at 

yang disepakati. (2) Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi 

perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. (3) 

Harus jelas dan gamblang. Isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa 

yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di 

antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian 

hari. Kedua, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pra 

nikah untuk tidak berpoligami.  

Hasil penelitian menerangkan bahwa masyarakat Dusun 

Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambanagan Umpu 

Kabupaten Way Kanan (keluarga mempelai yang mengadakan 

perjanjian pranikah untuk tidak poligami) di dalam melaksanakan 

perjanjian tersebut menganggap bahwa isi dari perjanjian itu adalah 

hal yang diperbolehkan dalam Agama Islam dengan merujuk hanya 

pada salah satu pendapat ulama yang membolehkan adanya perjanjian 

seperti itu, akan tetapi sesuai dengan  Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 45 KHI, serta pendapat 

jumhur ulama mazhab memandang persyaratan untuk tidak poligami 

dalam pranikah ini merupakan salah satu persyaratan yang tidak boleh 

dilakukan karena masuk dalam kategori persyaratan yang batil dan 

bertentangan dengan hukum syara’ agama Islam itu sendiri. 

 

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Syarat Perkawinan, Hukum 

Islam 
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MOTO 

 

َ ةٍ دَ َوَاحِ سٍ فْ َنَـ نْ َمِ مْ كُ قَ لَ َالَّذِيَخَ مُ َرَبَّكُ وا تّـَقُ َا اَالنَّاسُ يّـُهَ َأَ يََ
واَاللََََّّ قُ تّـَ َوَا اءاَۚ سَ َوَنِ يراا ثِ كََ الًا اَرِجَ مَ هُ نْـ َمِ ثَّ اَوَبَ هَ اَزَوْجَ هَ نْـ َمِ قَ لَ وَخَ

َۚ امَ َوَالَْْرْحَ هِ َبِ ونَ لُ اءَ سَ يَتَ  الَّذِ

يباا.َ)٤( َرَقِ مْ كُ يْ لَ َعَ انَ كََ َاللَََّّ نَّ  َإِ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya 

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 

kamu”. (QS. al-Nisa’ (4):1) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebelum penulis melakukan pembahasan lebih lanjut 

tentang Skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

pengertian judul. Judul merupakan kerangka dalam bertindak, 

terlebih dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya     

suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang 

terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang penulis 

lakukan ini berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap 

Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Poligami (Studi Di Dusun 

Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan - Lampung). Adapun istilah yang perlu 

penulis uraikan: 

1. Pandangan Hukum Islam 

Pandangan Hukum Islam merupakan seperangkat 

norma atau peraturan yang dipandang bersumber dari Allah 

SWT dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah 

laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.
1
 Hukum islam 

memiliki ruang lingkup yakni di bagian ibadah dan muamalah. 

2. Perjanjian Pranikah untuk tidak Poligami 

Perjanjian Perkawinan adalah salah satu bentuk dari 

perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya 

sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan 

keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Sebelum 

perkawinan dilangsungkan atau akad nikah dimulai terkadang 

ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau 

dari pihak Orang Tua mempelai. Syarat-syarat itu diberikan 

oleh calon istri kepada calon suami atau pihak Orang Tua 

mempelai. Membuat perjanjian kawin hukumnya mubah atau 

boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam 

                                                     
1 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami 

Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia), (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2013). 

1 
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hukum Islam. 

Dengan demikian, maksud dari judul di atas adalah untuk 

melakukan kajian terhadap akibat hukum dari adanya perjanjian 

pranikah yang terjadi di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang 

Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan 

syarat agar suaminya tersebut tidak menikah lagi dengan wanita 

lain ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan dirinya, dan 

konsekuensi secara hukum Islam yang ditimbulkan apabila 

perjanjian tersebut dilanggar. 

B. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan 

dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan 

nyaman serta untuk mendapatkan keturunan di dalam 

kehidupannya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan 

dalam Islam bertujuan untuk mengikat secara kuat (Mitsaqan 

Ghalizan) hubungan antara keduanya dalam bangunan rumah 

tangga yang bahagia, dibangun dalam bingkai Sakinah, 

Mawaddah, Wa Rahman. Untuk tujuan itu maka perkawinan 

hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul saling 

mencintai dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, 

bagi yang tidak memiliki  rasa saling menyayangi, maka 

pemenuhan tujuan perkawinan tidak akan mampu dicapai dengan 

baik. 

Di dalam Perkawinan, Islam membolehkan salah satu 

calon pasangan untuk membuat syarat atau perjanjian bagi 

pasangannya. Ulama kebanyakan tidak mengharuskan adanya 

syarat dalam akad perkawinan. Dalam ulasan Para Ulama 

biasanya dimasukkan ke dalam pembahasan khiyar al-syarat, 

memilih untuk membuat syarat pada perkawinan. Kebanyakan 

ulama berpandangan bahwa tidak ada khiyar dalam akad 

perkawinan, baik khiyar majelis maupuan khiyar al-syarat. Ini 

dikarenakan bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila pada 

masing-masing calon belum mantap untuk melakukan perkawinan 
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lagi.
2
 

Namun demikian, jika memang kedua pasangan membuat 

perjanjian atau syarat bagi calon pasangannya, maka hal tersebut 

dibolehkan, asalkan syarat dan perjanjian yang dibuat itu tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.
3
 Menyangkut syarat yang 

ditetapkan calon pasangan dalam perkawinan, hukum Islam 

membolehkan bagi keduanya untuk mengajukan syarat kepada 

masing-masing pasangan. Calon istri dibolehkan membuat syarat 

kepada calon suaminya, demikian pula berlaku untuk sebaliknya. 

Hanya saja, dalam beberapa hal, para ulama justru tidak 

sepakat, salah satunya adalah syarat yang diajukan isteri agar 

calon suaminya tidak melakukan perkawinan lagi atau 

berpoligami. Sebagian ulama memandang bahwa calon pasangan 

membuat syarat dalam akad perkawinan terhadap hal yang 

dibolehkan untuk dilakukan (seperti syarat agar calon suaminya 

tidak berpoligami) adalah syarat yang tidak dapat diterima.  

Poligami adalah tindakan hukum dengan melakukan 

perkawinan lebih dari satu orang perempuan hingga paling banyak 

4 orang isteri. Artinya, poligami adalah seorang suami yang 

beristeri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang 

laki-laki untuk mengawini lebih dari sekali, tetapi dengan syarat 

laki-laki tersebut dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. 

Poligami atau menikahi lebih dari seorang isteri bukan merupakan 

masalah baru. Poligami sudah ada dalam kehidupan manusia sejak 

dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai 

kawasan negara.  

Dilihat dalam peraturan hukum di Indonesia, perjanjian 

perkawinan ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, dan diatur di dalam beberapa pasal, di 

mana undang-undang secara tegas memberi peluang kepada seorang 

laki-laki untuk berpoligami, dan keduanya dibolehkan di ketika 

sebelum akad nikah membuat perjanjian perkawinan, dan disepakati 

kedua belah pihak. Demikian juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 

                                                     
2 Wahbah Al-Zuhaili, Figh Al-Islami Wa Adillatuh, ed. dkk Terj: Abdul 

Hayyie Al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 59. 
3 Umar Sulaiman al-Asygar, Pernikahan Syari: Menjaga Harkat Dan 

Martabat Manusia, ed. Terj: Iman Firdausi (Jakarta: Tinta Media, 2018), 103. 
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Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada 

Pasal 56 ayat (1), dinyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih 

dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pada 

Pasal Pasal 58 ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan tegas bahwa untuk 

memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-

syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yaitu adanya pesetujuan isteri. Agama Islam membolehkan 

orang berpoligami, tapi terbatas, tidak boleh lebih dari empat, 

sedangkan para isteri serta anak-anak mempunyai hak yang sama. 

Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan batasan 4 

(empat) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana 

dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 3: 

oوَإِنْ  ْوَثُلََثَْوَرُبََعَْْۖفَإِنْ ْ ْمِنَْالنِ سَاءِْمَث  نََٰ تَامَىْٰفَان كِحُواْمَاْطاَبَْلَكُم  ْتُ ق سِطوُاْفِْال ي َ تُم ْأَلَّا ِِلُواْخِف   ْ ْتَ  ْأَلَّا تُم  ْخِف 
ُْولُوا ْتَ  ْأَلَّا نََٰ لِكَْأَد  ْْۚذَٰ اَنُكُم  ْأيْ  ْمَاْمَلَكَت  ةًْأوَ  َِ ْْْْْ(٣.ْ)سورةْالنساءْْفَ وَاحِ  

 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa [3] : 3) 

Ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa 

asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan 

poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan 

suami kepada isteri-isteri terpenuh`i. Dengan demikian, hukum 

Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami, 

atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan  

keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.
4
 

Poligami ini oleh sebagian wanita dianggap menggangu 

keutuhan, kebahagiaan, dan kenyaman sebuah rumah tangga. Oleh 

sebab itu, sebagian wanita merasa perlu membangun komitmen 

dan perjanjian dengan calon suaminya untuk tidak berpoligami 

                                                     
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998), 170. 
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ketika dalam status nikah dengan dirinya nanti. Apa sebenarnya 

status dan konsekuensi dari hukum perjanjian tersebut? Apakah 

wajib dilaksanakan atau tidak? Apakah mempengaruhi keabsahan 

pada  sebuah pernikahan atau tidak? Hal inilah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yang dikemas dalam bentuk hukum Islam.  

Fokus penelitian ini adalah pada melakukan perjanjian 

bersyarat dan konsekuensi atas pelanggaran dari perjanjian 

tersebut setelah pernikahan dilangsungkan. Dalam UU No. 1 

Tahun 1974, pasal 29 diatur tentang perjanjian dalam pelaksanaan 

perkawinan. Kedua  belah pihak atas persetujuan bersama dapat 

mengadakan perjanjian tertulis. Namun perjanjian tersebut tidak 

dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan 

kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian 

tersebut tidak dapat dirubah. Sebelum pelaksanaan akad nikah, 

pegawai pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian 

pernikahan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara 

material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana 

perjanjian itu telah disepakati oleh mereka berdua.  

Pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengkaji 

tentang pandangan hukum Islam mengenai kedudukan dan 

konsekuensi hukum dari perjanjian pranikah untuk tidak 

berpoligami tersebut, yang dikemas dengan judul: Pandangan 

Hukum Islam Terhadap Persyaratan Pranikah Untuk Tidak 

Poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan 

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan – Lampung. 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari 

pembahasan yang terlalu luas, maka fokus penelitian yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang 

perjanjian pra nikah untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo 

Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten 

Way Kanan-Lampung. Sub Fokus penelitian ini adalah pandangan 

hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak poligami di 

Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu 
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Kabupaten Way Kanan-Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik perjanjian Pranikah untuk tidak poligami di 

Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan 

Umpu Kabupaten Way Kanan? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian 

Pranikah untuk tidak Poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan 

Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way 

Kanan? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian Pranikah untuk tidak 

poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan 

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan? 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum islam terhadap praktik 

perjanjian Pranikah untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo 

Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan?  

F. Manfaat Penelitian 

 Sedangkan manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh 

jawaban mendalam mengenai bagaimana perspektif Hukum 

Islam terhadap persyaratan/perjanjian pranikah untuk tidak 

berpoligami.
5
 

2. Secara Administratif adalah untuk memenuhi tugas akhir 

sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Sarjana, UIN 

Radin Intan Lampung. 

3. Secara Teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi 

pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya 

dalam bidang hukum keluarga.  Sedangkan secara praktis 

dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan 

                                                     
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), 22. 



  

 

 

7 

penelitian lanjutan dalam bidang yang sama. 

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

  Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh 

pihak lain sebelumnya, sebagai bahan pengkajian dan 

memberikan informasi mengenai karya ilmiah serta penelitian 

yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian skripsi yang disusun oleh Yusuf Iskandar 

(5116500226) tahun 2019 program studi Ilmu Hukum 

mahasiswa Pancasakti Tegal, yang berjudul “Tinjauan 

Yuridis Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Perdata Di 

Indonesia”.Dalam skripsi ini peneliti Yusuf Iskandar meneliti 

tinjauan yuridis tentang perjanjian pranikah dalam hukum 

perdata di Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah 

membahas tentang ketentuan hukum perjanjian pranikah 

dalam hukum perdata di Indonesia serta akibat hukum 

terhadap harta perkawinan dari perjanjian pranikah 

tersebut.Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang harta 

bersama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian 

yuridis normatif.
6
 Kesamaan penelitian Yusuf dengan 

penelitian Penulis adalah terkait dengan perjanjian pra nikah, 

ia juga memandang dari aspek hukum yuridis dan perdata di 

Indonesia. Pembeda penelitian tersebut dengan penelitian 

Penulis adalah pada objek yang Penulis teliti, yaitu objek 

yang penulis teliti hanya memandang dari aspek hukum 

hukum Islam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aspihani (2020), dengan 

judul skripsi “Perjanjian Tidak Dipoligami Perspektif Empat 

Imam Mazhab”. Dalam Skripsi tersebut terdapat beberapa 

kajian terkait Perjanjian tidak Poligami yaitu di antaranya 

Pandangan empat Imam Mazhab, dan metode istimbat 

hukum dalam perjanjian tersebut, serta relevansi Perjanjian 

                                                     
6 Yusuf Iskandar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Dalam Hukum 

Perdata Di Indonesia” (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), 

71. 
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Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat Imam 

Mazhab dengan konteks hukum yang ada di Indonesia.
7
 

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian penulis pada 

perjanjian nikah tidak berpoligami dalam konsep pandangan 

hukum Islam. Perbedaan penelitian Aspihani dengan penulis 

adalah pada ruang lingkup penelitian, yang dilakukan oleh 

peneliti Aspihani hanya sebatas pada pandangan salah satu 

pendapat Imam Madzhab saja, sedangkan penulis 

memandang hukum pada perjanjian itu dengan menggunakan 

pendapat mayoritas ulama. 

3. Penelitian Ahmad Daviq Nur Dziddan (100120062) tahun 

2017 program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul 

“Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari 

Perspektif Hukum Nasional”.Isi dari penelitian ini adalah 

meneliti tentang perjanjian pranikah dan akibat hukumnya 

berdasarkan hukum nasional. Fokus penelitiannya membahas 

urgensi dilakukannya perjanjian pranikah dan memperjelas 

berbedaan fungsi perjanjian pranikah antara pernikahan 

sesama Warga Negara Indonesia dan pernikahan campuran 

(Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing).
8
 

Persamaan penelitian Daviq dengan Penulis adalah terkait 

dengan perjanjian pranikah, akan tetapi Daviq meneliti 

terkait perjanjian pranikah antara WNI dan juga pernikahan 

campuran. Hal tersebut yang kemudian menjadi pembeda 

dengan penelitian Penulis. Penelitian Penulis adalah 

perjanjian pranikah antar WNI yang nampak melanggar 

norma agama karena melarang pasangan untuk poligami.  

4. Penelitian skripsi yang disusun oleh Layli Yusnia Adhani 

(21211015) tahun 2016 program studi Ahwal Al 

Syakhshiyyah fakultas Syari’ah mahasiswi IAIN Salatiga 

yang berjudul “Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum 

                                                     
7 Aspihani, “Perjanjian Tidak Dipoligami Perspektif Empat Imam 

Madzhab” (Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2020). 
8 Ahmad Daviq Nur Dziddan, “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya 

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2017), 97. 



  

 

 

9 

Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (studi kasus di 

KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga”. Pada skripsi 

ini, peneliti Layli Yusna Adhani meneliti tentang perjanjian 

pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum 

perkawinan yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini 

adalah peneliti mendapati bahwa baru ada satu pasangan 

yang membuat perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan 

Tingkir, perjanjian itu berupa salinan akta yang dibuat oleh 

notaris dan sudah disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi 

dari perjanjian tersebut mengatur tentang pembagian harta 

dalam perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta gono-

gini, pemeliharaan anak, mendirikan usaha bersama dan 

pembagian warisan. Penelitian ini bersifat lapangan yang 

mana si peneliti langsung turun kelapangan yang lebih 

tepatnya langsung ke KUA Kecamatan Tingkir untuk 

mewawancarai kepala KUA.
9
 Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian Penulis adalah terkait dengan perjanjian 

pranikah. Meskipun memiliki kemiripan, akan tetapi 

perbedaan mendasar dari penelitian Penulis adalah meneliti 

terkait perjanjian perkawinan yang kurang sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam dan perjanjian pada penelitian 

penulis hanya sebatas disaksikan dihadapan Petugas Pencatat 

Nikah tanpa di aktakan ke Notaris. 

5. Penelitian skripsi yang disusun Akbar Fikri Wijaya 

(1921010007) Tahun 2023 program studi Ahwal Al 

Syakhshiyyah fakultas Syari’ah mahasiswi UIN Raden Intan 

Lampung yang berjudul “Larangan Poligami Dalam 

Perjanjian Perkawinan Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan 

Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Perumnas Way Kandis 

Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)”.
10

 Pada 

                                                     
9 Layli Yusnia Adhani, “Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum 

Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di KUA Kecamatan 
Tingkir Kotamadya Salatiga)” (Fakultas Syariah, IAIN SALATIGA, 2016), 82. 

10 Akbar Fikri Wijaya, “LARANGAN POLIGAMI DALAM PERJANJIAN 

PERKAWINAN PERSPEKTIF QIRA’AH MUBADALAH DAN HUKUM ISLAM 

(Studi Di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar 
Lampung)” (Fakultas Syariah, UIN Radin Intan Lampung, 2022), 

file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/SKRIPSI 1-2.pdf. 
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skripsi ini penelitian di atas, maka terdapat kesamaan dengan 

penelitian penulis, yaitu pembahasan tentang larangan 

poligami dalam perjanjian perkawinan dengan alasan tidak 

melakukan poligami. Adapun perbedaan yang lebih spesifik 

dengan judul penulis adalah pada teori yang digunakan yakni 

penelitian tersebut menggunakan teori Qira’ah Mubadalah 

dan hukum Islam dalam menganalisa kasus di lapangan, 

sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan pandangan 

hukum Islam saja. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis 

Empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung 

terjun lapangan.
11

 Penelitian  lapangan yaitu jenis penelitian 

yang dilakukan dengan cara   mengumpulkan data dan 

informasi yang diperoleh langsung dari  lokasi     penelitian.
12

 

Dalam penelitian ini akan mewawancarai yang bersangkutan. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif 

analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan 

data-data kemudian disimpulkan.
13

 

2. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun 

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian 

di olah oleh peneliti.
14

 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dan  dokumentasi. 

                                                     
11 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), 183. 
12 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Roska Karya, 2000), 40. 
13 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke (Jakarta: Grafik 

Grafika, 2011), 106. 
14 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 107. 
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b. Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber 

data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan 

dengan topik penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Interview (wawancara), yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan 

dimana bertatap muka mendengarkan secara langsung 

mengenai informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
15

 Pihak yang diwawancarai dalam hal ini 

adalah orang yang bersangkutan. 

b. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh 

data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa 

berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian. 

4. Teknik Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah 

selesai/relevan dengan masalah. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau 

tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur 

atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan 

masalah. 

c. Rekontruksi data (reconstruction) yaitu penyusunan data 

secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. 

d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu mengelompokkan 

data dengan menggunakan sistematika bahasa yang 

berdasarkan dengan urutan permasalahan 

e. Kesimpulan  

5. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, 

yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat 

dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan 

metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari 

                                                     
15 Cholid Naruko and Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2017), 63. 
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fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik 

generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum. 

I. Sistematika Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika 

menjadi lima Bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk 

memberikan gambaran dari pembahas yang akan disajikan, 

penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:  

Bab pertama, pendahuluan untuk menghantarkan 

pembahasan hasil menyeluruh dan sistematika serta menjadi 

bahan pijakan dari produk masalah. 

Bab kedua, menjelaskan tentang Pengertian 

Perniikahan, Dasar Hukum, Tujuan dan Hikmah Pernikahan, 

Rukun dan Syarat Pernikahan, Pengertian Perjanjian Pra Nikah, 

Hukum Perjanjian Pra Nikah, Manfaat Perjanjian Pra Nikah, 

Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam, dan Bentuk 

Perjanjian Pra Nikah.  

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran profil Dusun 

Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan - Lampung dimulai dengan 

menguraikan sejarah berdirinya, visi dan misi, keadaan 

geografis, keadaan demografi, dan praktik perjanjian pra nikah 

menurut hukum Islam untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo 

Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten 

Way Kanan - Lampung.  

Bab keempat, merupakan analisis data mengenai 

Perjanjian Pra Nikah untuk tidak poligami Menurut Islam di 

Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan 

Umpu Kabupaten Way Kanan-Lampung. Dengan analisis data 

tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari 

rumusan masalah penelitian yang ada sehingga dapat ditarik 

kesimpulan nya. Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi 

kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri 

dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكح) dan zawaj. Kedua 

kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari- hari orang 

Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. 

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti 

kawin, seperti dalam surat an- Nisa' ayat 3: 

ْمِنَْالن ِْ سِطوُاْفِْال ي َتَامَىْٰفَان كِحُواْمَاْطَابَْلَكُم  ْتُ ق  ْأَلَّا تُم  ْخِف  ْوَإِن  تُم  ْخِف  ْوَثلََُثَْوَرُبََعَْْۖفَإِن  سَاءِْمَث  نََٰ
ُْولُوا ْتَ  ْأَلَّا نََٰ لِكَْأدَ  ْْۚذَٰ اَنكُُم  ْأَيْ  ْمَاْمَلَكَت  ةًْأَو  َِ ِِلُواْفَ وَاحِ  ْ ْتَ  ٣.)ْسورةْالنساءْ(ْأَلَّا  

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja." 

(Q.S. An-Nisa’: 3). 

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama 

kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam 

hal ini yang disapa adalah generasi muda (al- syahab) untuk 

segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan, dapat 

mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari 

perbuatan zina. 

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa 

definisi, di antaranya adalah: 

a. Pernikahan menurut Syara yaitu akad ditetapkan syara' 

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki 

dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-

senangnya perempuan dengan laki-laki.
16

 

b. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan yang 

kebolehan nikah menurut istilah syara' ialah akad 

                                                     
16 Abdul Rhman Ghozalai, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 

2003), 8. 
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mengandung ketentuan hukum hubungan seksual dengan 

lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan 

keduanya.
17

 

c. Zakiah Daradjat mendefinisikan nikah adalah akad yang 

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan 

seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna 

dengan keduanya. Hakikat dalam pernikahan bukanlah 

sekedar merasakan ketenangan saat bersama dengan 

pasanganmu, namun merasa tenang pula saat kau berpisah 

dan jauh darinya. Karena itu teruslah berusaha dekat 

dengannya, dan selalu meminta kepada Allah SWT agar ia 

menyatukan dirimu dan pasanganmu di dunia dan surga-

Nya. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian 

pernikahan dan tujuannya dinyatakan pasal 2 dan pasal 3 yang 

berbunyi: Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan menurut 

hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan 

ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyatakan 

pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
18

 

Beberapa pengertian pernikahan di atas, dapat 

disimpulkan inti pokok dari pernikahan adalah akad 

(perjanjian), atau serah terima antara wali dari calon mempelai 

perempuan dengan wali dari calon mempelai laki-laki. 

Pernikahan dalam arti luas yaitu penyerahan dan penerimaan 

tanggung jawab, untuk mencapai tujuan yang telah terjadi 

pada saat akad dilaksanakan. 

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pengertian perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

                                                     
17 Ibid., 8. 
18 Ibid., 10. 
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Esa.
19

 

Menurut Sayuti Thalib, pernikahan dilihat dari 3 segi 

pandang, yaitu: 

a. Pernikahan dari segi hukum  

Perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-

Qur'an surah An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan 

adalah perjanjian yang sangat kuat. disebutkan dengan 

kata-kata "Mitsagan ghalizhan". Pernikahan merupakan 

perjanjian karena adanya :  

1) Cara mengadakan ikatan pernikahan yaitu dengan akad 

nikah, rukun dan syarat tertentu. 

2) Cara merumuskan ikatan pernikahan yaitu dengan 

prosedur thalaq, fasakh, syiqaq dan sebagainya.  

b. Pernikahan dilihat dari segi sosial 

Dalam masyarakat, ditemui suatu penilaian yang 

umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai 

kedudukan yang lebih dihargai mereka yang tidak kawin.
20

 

Sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, perempuan 

yang dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi 

menurut ajaran Islam dalam pernikahan megenai kawin 

poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan 

syarat-syarat yang tertentu. 

c. Pernikahan dilihat dari segi Agama  

Pernikahan dalam agama suatu lembaga yang suci. 

Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua 

pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau salig 

                                                     
19 Abdul Qadir Zaelani, “Al-’Adalah Fi Qadhiyah Al-Ta’addud Fi Nadzri 

Al-Falsafiyyah Al-Qanuniyyah Al-Mi’yariyyah, Wa Al-Nafsiyyah Wa Al-

Ijtima’iyyah,” Al-Adalah 914 (2017), 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/220. 
20 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam 

Perkawinan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 43. 
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meminta mejadi pasangan hidupnya.  

2. Hukum Pernikahan  

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan memberikan perumusan, bahwa ikatan 

suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak 

dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup 

bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata 

untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami 

istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, 

rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis. Perkawinan 

salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.
21

 

Dalam fiqih para ulama menjelaskan bahwa menikah 

mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor 

pelakunya. Bahkan ada pula dalam hal ini para ahli fiqh 

berbeda pendapat, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Mazhab Zdhahiri mengatakan bahwa menikah itu 

hukumnya wajib dan berdosa jika ditinggalkan.  

b. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menikah itu hukumnya 

mubah dan tidak berdosa karena meninggalkannya.  

c. Mazhab Jumhur (Malikiyah, Ahnaf dan Hanabillah) 

mengatakan bahwa menikah itu hukumnya sunah, bukan 

wajib. 

Alasan-alasan pendapat beberapa mazhab mengenai 

hukum perkawinan yakni Mazhab  Zdhahiri beralasan, bahwa 

kata yang artinya kawinkanlah menyatakan perintah, sedang 

perintah itu menunjukkan dan wajib. Jadi, nikah berarti wajib. 

Di samping itu menikah adalah sarana untuk menjaga diri dari 

perbuatan haram.  

                                                     
21 Ibid., 45. 
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Imam Syafi'i yang berpendapat menikah itu mubah, 

beralasan bahwa, menikah itu adalah untuk memperoleh 

kelezatan dan menyalurkan syahwat yang tak ubahnya dengan 

makan dan minum, oleh karena itu hukumnya adalah mubah. 

Perlu diketahui, bahwa perbedaan hanyalah hal yang 

menyangkut keselamatan manusia dari perbuatan haram, oleh 

karena itu, seseorang merasa khawatir terjerumus ke dalam 

perbuatan zina kalau tidak menikah.
22

 

Umumnya masyarakat di Indonesia memandang bahwa 

hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah Jika dilihat 

dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuannya, 

maka perkawinan itu dapat dikatakan hukumnya wajib, 

sunnah. haram, makruh dan mubah. Hukum tersebut adalah:  

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib 

  Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan 

tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah 

maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut 

adalah wajib.  

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah 

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan 

mampu menikah. Orang yang telah mempunyai kemauan 

dan kemampuan untuk melangsungkan pemikahan, tetapi 

kalau tidak menikah masih bisa menjaga diri dari berbuat 

zina, maka hukumnya adalah sunnah.  

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram  

 Bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu 

melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga baik 

menafkahi secara lahir seperti memberi makanan, pakaian 

dan tempat tinggal, maupun menafkahi secara batin seperti 

mencampuri istrinya dan kasih sayang terhadapnya haram 

baginya menikah.
23

 Demikian juga diharamkan menikah 

apabila ada tersirat niat menipu wanita itu.
24

 

                                                     
22 Ibid., 282. 
23 Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah (Jakarta: Grawal Galery, 2007), 43. 
24 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: 

Siraja Prenada Media Group, 2003), 9. 
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d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukan pernikahan juga cukup mempunyai 

kemampuan untuk menahan diri sehingga memungkinkan 

dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. 

Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat 

untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.  

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukan pernikahan, tetapi apabila tidak melakukanya 

tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila 

melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Hukum 

mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara 

pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, 

sehingga menimbukan keraguan orang yang akan 

melakukan pernikahan. Seperti orang yang mempunyai 

keinginan, tapi belum mempunyai kemampuan. 

Sebaliknya, bagi orang yang mempunyai kemampuan 

untuk menikah tetapi belum mempunyai kemauan yang 

kuat.
25

 

3. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan 

hukum, terutama yang menangkut dengan sah atau tidaknya 

perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan 

jika rukun dan syaratnya tertinggal dalam arti pernikahan itu 

tidak sah. 

Untuk pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan 

perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, adapun 

rukun pernikahan sebagai berikut: 

a. Calon mempelai laki-laki  

b. Calon mempelai perempuan 

c. Wali dari mempelai perempuan 

d. Dua orang saksi  

                                                     
25 Abdul Rhman GhozalI, Fiqh Munakahat (Bengkulu: Kencana prenada 

media group, 2006), 18–21. 
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e Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh 

suami.  

Syarat Akad nikah diantaranya : 

a. Syarat Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan  

1). Bakal calon Laki-laki : 

a) Islam 

b) Lelaki yang tertentu 

c) Bukan mahram dengan bakal istri  

d) Bukan dalam ihram haji atau umrah 

e) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa) 

f) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut 

g) Mengetahui perempuan itu sah untuk dinikahi  

h) Tidak mempunya empat orang istri yang sah dalam 

satu masa 

2). Bakal calon Perempuan: 

a) Islam 

b) Perempuan yang tertentu  

c) Tidak sedang dalam masa iddah 

d) Bukan dalam keadaan sedang Ihram Haji atau Umrah 

e) Dengan perasaan yang rela hati (tidak dipaksa)  

f) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami 

g) Bukan istri orang  

b. Syarat menjadi Wali 

1). Adil  

2). Islam 

3). Baligh 

4). Laki-laki  

5). Merdeka 

6). Tidak Fasik, kafir atau murtad 

7). Bukan dalam keadaan sedang ihram haji atau umrah 

8). Waras atau tidak cacat akal fikiran / gila  

9). Dengan rasa rela bukan terpaksa atau dipaksa. 

c. Syarat menjadi Saksi 

1). Islam 

2). Laki-laki 

3). Baligh  

4). Berakal 
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5). Merdeka 

6). Saksi sekurang-kurangnya dua orang  

7). Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul 

8). Dapat melihat, mendengar dan berbicara (tidak buta, 

tidak tuli dan pekak) 

9). Adil.
26

 

d. Syarat Ijab dan Qabul 

Untuk teradinya sebuah akad yang mempunyai 

akibat daripada hukum pada suami istri haruslah 

memenuhi syarat-syarat, antara lain:  

1). Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, 

sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki- laki. 

2). Dilangsungkan dalam satu majlis, kemudian antara ijab 

dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat 

atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan 

qabul. 

3). Keduanya harus berkesinambungan, contoh: seorang 

wali apabila mengakad nikahkan putri A, maka yang 

diterimakan dalam qabul harus putri A.  

4). Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta 

didengar oleh wali, saksi maupun kedua mempelai.
27

 

e. Syarat Khusus 

Ada syarat khusus rukun nikah yang diatur dalam 

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya yaitu: 

1). Adanya calon suami dan calon istri  

2). Kedua calon mempelai harus beragama Islam, dewasa 

                                                     
26 Muhammad Yunus samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal 

Istiqra Volume V, no. 1 (2017): 76. 
27 Nasarudin, Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash) (Bandar 

Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 15. 
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dan berakal  

3). Adanya wali nikah 

4). Harus ada dua orang saksi, beragama Islam, dewasa dan 

adil 

5). Pernyataan Ijab dan Qabul itu adalah pernyataan dari 

seorang calon pengganti wanita yang diwakilkan oleh 

wali. Sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak 

laki-laki atas pihak perempuan. 

Syarat Khusus untuk syarat sahnya pernikahan, 

diantaranya :  

1) Adanya persetujuan bebas dari calon pengantin suami dan 

calon istri, artinya agar tidak ada paksaan. 

2) Dalam asas pernikahan adalah satu istri untuk satu suami 

dan satu suami untuk satu istri, kecuali mendapatkan 

Dispensasi dari Pengadilan Agama dengan syarat-

syaratnya yang boleh beristri lebih dari satu dan harus 

adanya izin terlebih dahulu dari istri yang pertama, harus 

adanya kepastian dari suami bahwa mampu menjamin 

kebutuhan hidup para istrinya dan anak-anaknya, serta 

suami bisa bersikap secara adil. 

3) Pria dan wanita harus cukup umur, pria berumur 25 tahun 

dan wanita  berumur 21 tahun, sudah memasuki usia yang 

ideal untuk menikah 

4) Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.  

5) Tidak termasuk ke dalam larangan-larangan perkawinan:  

a) Ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 

bawah maupun ke atas.  

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke 

samping yaitu, saudara dengan saudara orang tua 
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dan antara seseorang dengan saudara dengan saudara 

orang tua dan antara seseorang dengan saudara 

neneknya. 

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, 

menantu dan ibu/bapak tiri.  

d) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, saudara 

susuan dan bibi/paman susuan. 

e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi 

atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami 

berarti beristri lebih dari seorang.  

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamaya atau 

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 

g) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan 

orang lain, kecuali mendapatkan dispensasi dari 

pengadilan. 

h) Seseorang yang telah cerai kedua kalinya, diantara 

mereka tidak boleh dilangsungkannya perkawinan 

lagi, sepanjang masih ada hukum agamanya dan 

kepercayaan itu dari yang bersagkutan. 

 i)  Seorang wanita yang pernikahannya terputus untuk 

menikah lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. 

j) Pernikahan itu harus dilaksanakan menurut 

peraturannya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975  Peraturan Menteri Nomor 3 

Tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan 

rujuk.
28

 

 

                                                     
28 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), 52–53. 
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4. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan 

a. Tujuan Pernikahan  

Pernikahan merupakan aktivitas dari suatu 

pasangan, sehingga pasangan tersebut memiliki tujuan 

yang dicapai. Akan tetapi, pernikahan terdiri dari dua 

individu yang berbeda, sehingga memiliki tujuan yang 

berbeda. Apabila terjadi perbedaan dalam tujuan, maka 

pasangan tersebut perlu melakukan tujuan agar tercapainya 

kesatuan dalam tujuan. Perlu diresapi dalam pernikahan 

dengan tujuan yang ada oleh pasangan dan disadari untuk 

dilakukan bersama-sama bukan hanya dilakukan oleh satu 

orang.
29

 

Tujuan pernikahan itu bukan hanya pada pasangan 

yang menikah saja melainkan turun-temurun demi 

kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka dari itu ikatan 

pernikahan tersebut harus di laksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang sudah di tentukan baik dalam perundang-

undangan maupun agama. 

Mendapatkan cinta kasih, cinta adalah cerita. Para 

kekasih adalah penulisnya, dan jenis cerita yang mereka 

buat itu merefleksikan kepribadian serta perasaan mereka 

akan hubungan tersebut. Ada 3 elemen cinta sebagai 

berikut: 

1) Intimasi 

Intimasi merupakan elemen emosional yang 

mencakup pengungkapan diri yang akan mengarah pada 

keterhubungan, kehangatan dan kepercayaan.  

2). Hasrat  

Hasrat merupakan elemen motivasional yang 

didasarkan pada dorongan batin yang menerjemahkan 

gejolak fisiologis ke dalam hasrat seksual. 

3) Komitmen 

Komitmen merupakan elemen kognitif yang 

keputusannya untuk mencintai dan terus dicintai.
30

 

                                                     
29 Wagianto, Bimbingan Dan Konseling Perkawinan (Jakarta: CV.Andi 

Offset, 2010), 23. 
30 Ibid. 
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Tujuan pernikahan adalah untuk menjauhkan diri 

dari perbuatan zina. Oleh sebab itu, nikah dilaksanakan 

para saksi, tidak boleh secara sembunyi-sembunyi tanpa 

saksi karena pernikahan juga untuk meneruskan keturunan 

dan untuk menjaga nasab.
31

 

Tujuan pernikahan yang paling utama adalah untuk 

memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta 

(mawwadah), dan kasih sayang (rahmah).
32

 Tujuan ini 

tercipta sempurna apabila tujuan-tujuan yang lain 

terpenuhi, tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 21: 

                 

                     

       ) 

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 

menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 

dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-

Rum [16]  : 21 

Sakinah berasal dari kata sakana artinya tenang. 

Maka pernikahan adalah pertemuan laki- laki dan 

perempuan yang kemudian menjadikan beralih kerisauan 

antara kedunya menjadi sebuah ketentraman.
33

 Maka 

                                                     
31 Ibid., 25. 
32 Abdul Hanif Abdul Qodir Zaelani, Issusanto Issusanto, “Konsep Keluarga 

Sakinah Dalam Alquran,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family 

Law, 2021, 60, 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ldsA8vM

AAAAJ&citation_for_view=ldsA8vMAAAAJ:mVmsd5A6BfQC. 
33 Efa Rodiah Nu M., Nasor, “METODE DAKWAH DALAM MEMBINA 

KELUARGA SAKINAH (Studi Pada Kelompok Pengajian Di Kecamatan Jati Agung 
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penyebutan sikkin untuk pisau adalah karena pisau itu 

merupakan alat sembelih yang menjadikan binatang yang 

disembelih tenang.  

Tujuan pernikahan menurut Ny. Soemijati adalah 

untuk memenuhi tuntunan hajad kemanusiaan, yang 

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar 

kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah 

dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 

yang telah diatur oleh syari'ah.
34

 

Adapun tujuan dari diisyaratkannya pernikahan atas 

umat Islam di antaranya adalah: 

a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi 

melanjutkan generasi yang akan datang. Maka dari itu 

Allah swt menciptakan bagi manusia untuk mencari 

pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat 

tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan legal 

bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui 

lembaga perkawinan. 

b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh 

ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
35

 

b. Hikmah Pernikahan 

Hikmah dari pernikahan yaitu menghalangi mata 

dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan 

menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan 

seksual. Pernikahan merupakan sebuah proses hidup 

manusia dari generasi ke generasi, selain itu bisa 

                                                                                                                 
Kabupaten Lampung Selatan),” 2019, 

http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6220%0A. 
34 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), 27. 
35 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa (Jakarta: 

Kencana, 2014), 46–47. 
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menyalurkan nafsu birahinya melalui ikatan yang sudah 

sah sebagai pasangan suami istri tanpa godaan setan. 

Hikmah dari sebuah pernikahan yaitu:  

1) Memenuhi kebutuhan bioligis 

Naluri seksual adalah yang sangat kuat dan keras 

yang selalu menuntut adanya jalan keluar, sedangkan 

menikah itu adalah jalan alami dan biologis yang paling 

baik serta sesuai untuk menyalurkannya.  

2) Mambangun keluarga yang mulia 

Menikah adalah jalan terbaik untuk membuat 

anak-anak menjadi mulia, banyaknya keturunan, 

melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab 

yang dianjurkan oleh Islam.  

3) Kasih sayang 

Tumbuhnya sebuah naluri kasih sayang yang 

keibuan dan kebapakan yang saling melengkapi, 

tumbuhnya perasaan cinta, dan rasa sayang terhadap 

anak-anak.  

4) Menanamkan tanggung jawab 

Rasa tanggung jawab yang dapat memotivasi ke 

arah rajin untuk bekerja, bersungguh-sungguh dan 

meberikan perhatian. 

5) Pembagian Tugas 

Dalam berumah tangga adanya pembagian tugas 

istri dan suami, tugas istri menjaga anak- anak, 

membimbing, sementara tugas suami yakni bekerja. 

6) Memperteguh Silaturahmi 

Dalam pernikahan ini adalah menyatukan 2 
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keluarga, maka perkuat silatuhrahmi, memperkuat 

hubungan dengan masyarakat, mempererat tali 

kekeluargaan. 

7) Dengan menundukkan Pandangan 

Islam sudah menganjurkan untuk menikah, 

bahwa menikah itu untuk mencegah yang bathil, 

dengan cara menundukkan pandangan, lebih menjaga 

kemaluan, menjaga jiwa serta menjaga agama.
36

 

5. Usia Ideal Menikah Dalam Islam 

Dalam syariat Islam, usia melaksanakan perkawinan 

atau usia ideal dalam perkawinan tidak ditetapkan secara 

pasti. Al-Qur'an dan Hadits hanya mengisyaratkan dengan 

tanda-tanda saja.
37

 Al-Qur'an hanya mengisyaratkan dalam 

surat an-Nisa ayat 6: 

ْآنَْ ْإِذَاْبَ لَغُواْالنِ كَاحَْفَإِن  تَامَىْٰحَتَّاٰ رَافًاْوَاب  ت َلُواْال ي َ ْْۖوَلََّْتََ كُلُوهَاْإِس  وَالََمُ  ُْواْإِلَي هِم ْأَم  فَ  اْفَاد  ًِ ْرُش  هُم  تُم ْمِن   س 
ْ فِف ت َ كَْانَْغَنِيًّاْف َل يَس  ب َرُواْْۚوَمَن  ْيَك  ارًاْأَن  َِ ْْْْۖ  وَبِ تُم ْإِلَي هِم   ْ ْْۚفَإِذَاْدَفَ  ِِ ْ رُو ََ ْبَِل   ْ ْ كُ كَْانَْفَقِرًاًْفَ ل يَ ْوَمَن 

وَالََُْ ْحَسِيبًاأمَ  ْْۚوكََفَىْٰبَِللَّاِ ُِواْعَلَي هِم  هِ ْفََْش  (٦النساء:ْ)ْْ.م   
 

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup 

umur untuk kawin.kemudian jika menurut pendapatmu 

mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah 

kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan 

dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) 

sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara 

pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri 

(dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa 

miskin, maka dibolehkan ia makan harta itu menurut yang 

patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 

                                                     
36 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga (Surabaya: 

Gita Media Press, 2006), 10–12. 
37 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1993), 40. 
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mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang 

penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai 

pengawas (atas persaksian itu)". (Q.S. An-Nisa [3] : 6). 

 

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang 

diketahui telah mencapai baligh untuk melakukan perkawinan 

adalah dengan usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun 

bagi perempuan. Menurut fuqaha Hanabilah, tanda laki-laki dan 

perempuan telah baligh itu ditandai dengan 3 macam yaitu 

keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, lalu tumbuh 

bulu kemaluan yang kasar dan berusia 15 tahun.
38

 Idealnya 

pernikahan itu dilakukan di usia muda, sebagaimana hadist 

nabi, yaitu : 
 

تَطَاعَْمِن كُْ شَرَْالشابَابِ,ْمَنِْاس   ْ ُْودٍْقَالَْلَنَارَسُولُْاللهْصلىْاللهْعليهْوسلم:ْيََْمَ ْب نِْمَس  ِِْاللَّاِ ْعَب  مُْال بَاءَةَْعَن 
ْ تَطِع  يَس  ْلََْ  صَنُْللِ فَر جِْوَمَن  ْللِ بَصَرِ,ْوَأَح  مِْفَإِناهُْلَهُْوِجَاءٌ.ْ)مُت افَقٌْعَلَي هِ(فَ ل ي َت َزَواجُْفَإِناهُْأغََضُّ َْلَي هِْبَِلصاو  فَ   

"Dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullahi 

shalallahualaihi wa sallam berkata kepada kami, "wahai para 

pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah 

tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih 

menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa 

yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat 

meringankan syahwatnya".39 

Hadist tersebut berisi himbauan Para Nabi untuk generasi 

muda yang sudah mampu menikah. Dari hadist tersebut dapat 

kita pahami bahwa usia ideal menikah yaitu masih usia produktif. 

Kedewasaan didasarkan dengan tanda fisik yang bisa 

berbeda-beda menurut waktu dan tempat, yang ditentukan para 

ulama itu sangat relatif. Maka, usia kedewasaan ini termasuk 

dalam masalah yang diatur oleh masing-masing individu dengan 

                                                     
38 Ach. Khiarul Waro Wardani, “Batas Usia Dan Syarat Pekawinan Dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Persepektif Hukum Islam,”., 312, 

file:///C:/Users/User/Downloads/3105-Article Text-6438-1-10-20221202.pdf. 
39 Ibnu Hajar A-Asqalani, Bulughul Maram Panduan Kesempurnaan 

Ibadah Seorang Muslim (Takhrij Muhammad Nasirudin Albani Muhammad Bin 

Shalih Utsaimin Muhammad Hamid Faqi Abdullah Bassam HR.Buhkari 5065). 
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memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya.
40 

Dengan demikian usia ideal dalam menikah yaitu 

seseorang yang dianggap sudah cocok baik fisik maupun 

mentalnya untuk melakukan perkawinan sehingga dapat 

memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. 

Ada perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan 

Pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Pesiden Joko Widodo di 

Jakarta. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 

b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan 

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua 

pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan 

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang 

cukup. 

c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat 

kedua belah calon melangsungkan perkawinan. 

mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 

d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau 

kedua orang tua calon mempelai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku 

juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

 

B. . Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra Nikah   

1. Pengertian Perjanjian 

 Menurut bahasa Arab perjanjian merupakan akad, 

ittifaq, mu’ahadah, atau kontrak. Berdasarkan pendapat Yan 

Pramadya Puspa Perjanjian merupakan tindakan seorang 

atau lebih yang mengikat diri kepada orang lain. Sementara 

                                                     
40 Sayyid Sabbiq, Fiqh Sunnah (Cairo: Dar Al-Qaf, 1990), 6. 
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pendapat dari WJS Poerwadarmint Perjanjian merupakan 

kesepakatan tertulis maupun melalui ucapan yang disetujui 

oleh pihak yang bersangkutan dimana pihak tersebut 

berjanji akan menaati persetujuan tersebut.
41

 

 Menurut hukum, perjanjian digolongkan dalam 

tindakan hukum, sebab melakukan perjanjian membuat 

timbulnya hak dan kewajiban kepada para pihak yang 

bersangkutan.
42

  

Menurut Wirjono Prodjodikoro “Perjanjian adalah 

suatu tindakan hukum tentang harta kebendaan antara dua 

orang dimana salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu sedangkan pihak kedua memiliki hak menuntut 

dilaksanakannya janji tersebut”.
43

 

Selain itu Wirjono menyebutkan, “pernikahan 

adalah sebuah janji apabila seorang pria dan wanita setuju 

menikah dan saling berjanji untuk menaati hukum dan 

peraturan tentang kewajiban serta hak kedua belah pihak 

saat hidup bersama maupun setelah hidup bersama, serta 

tentang posisi anak keturunannya dalam masyarakat”.
44

 

Perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPer BAB 

VII Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Pada umumnya 

perjanjian pra nikah diberlakukan kepada calon pasangan 

jika dilaksanakannya perkawinan. Dengan membuat 

perjanjian pra nikah kedua pasangan berhak mempersiapkan 

dan mengajukan penyimpangan serta peraturan Undang-

Undang yang terkait dengan harta benda bersama, asalkan 

perjanjian itu tidak menyimpang dari kesusilaan dengan 

ketentuan:  

a. Dilarang membatasi kewenangan suami sebagai 

pemimpin keluarga. 

                                                     
41 Layli Yusnia Adhani, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum 

Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Salatiga, 2016), 28. 

42 Ibid. 
43 Dewi Sariswati Permata Vitri, Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan 

Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan” (Universitas Pembangunan 
Naasional “Veteran” Jakarta, 2015), 8. 

44 Ibid. 
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b. Jika tidak disetujui istri, suami dilarang 

memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik 

istri.  

c. Akta notaris dibuat sebelum pernikahan dilangsungkkan, 

dan diberlakukan setelah pernikahan dilaksanakan.  

d. Bukan diberlakukan untuk pihak ketiga sebelum 

mendaftar pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum 

dilaksanakannya pernikahan, atau mendaftar pada 

kepaniteraan tempat akta perkawinan tersebut dibuat 

apabila pernikahan dilaksanakan di luar negeri.
45

 

2. Pengertian Perjanjian Pra Nikah  

Dalam Hukum Islam perjanjian disebut sebagai 

ikatan (alaqdu), kesepakatan (al-ittifaq), dan janji (al-

mu’ahadah). Janji adalah kesepakatan terhadap Allah. atau 

sesuatu yang dilakukan oleh manusia didalam 

kehidupannya. Memenuhi janji merupakan perintah, sesuai 

dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maaidah 5:1 “Hai 

orang-orang yang beriman hendaklah kamu sempurnakan 

janji-janji kamu.”
46

 

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali yang 

berjudul Fiqh Munakahat menjelaskan perjanjian pra nikah 

yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh calon suami istri 

sebelum dilangsungkannya perkawinan, calon mempelai 

berjanji akan mematuhi isi dari perjanjian tersebut, yang 

disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
47

 

Soetojo Prawirohamidjojo menyebutkan “perjanjian 

pra nikah ialah kesepakatan atau persetujuan yang 

disepakati calon pasangan sebagai persiapan dampak 

pernikahan terhadap harta benda sebelum atau selama 

pernikahan berlangsung”.
48

 

                                                     
45 Ibid., 8–9. 
46 Layli Yusnia Adhani, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum 

Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Salatiga, 2016), 34. 
47 Ibid., 34–35. 
48 Fayza Mifta Fauzia Risanto, “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2020), 3. 
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Pada dasarnya, perjanjian perkawinan merupakan 

kesepakatan yang disepakati oleh calon pasangan yang akan 

melaksanakan upacara perkawinan supaya menjadikan 

mereka pasangan yang sah. Perjanjian pernikahan memiliki 

sifat mengikat dan mulai berlaku saat perkawinan 

dilaksanakan serta memiliki tujuan yaitu memastikan 

ketentraman finansial kepada suami istri jika terjadi 

perselisihan dalam keluarga yang berujung pada perceraian, 

perjanjian pernikahan berperan penting dalam melindungi 

harta benda saat perkawinan berlangsung apabila ada 

kerugian maupun hal lainnya. Di masa sekarang banyak 

perkawinan yang menyampingkan nilai agama, moral, etika, 

dan norma yang ada dalam kehidupan sosial. Perasaan cinta 

bukan lagi sebagai pondasi utama dalam pernikahan. 

Perkawinan seringkali digunakan hanya untuk kepentingan 

tertentu seperti status, kekayaan dan lainnya.
49

 

Selain itu, Khoirudin Nasution mengatakan bahwa yang 

disebut dengan Perjanjian Perkawinan atau Prenuptial 

Agreement ialah suatu perjanjian yang disepakati oleh 

calon pasangan saat akan dilaksanakannya pernikahan 

yang didalamnya dilarang melawan hukum, adat, 

agama, norma dan moral. Kesepakatan itu dibuat dan 

diresmikan oleh pengacara ataupun notaris selanjutnya 

didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan Urusan 

Agama.
50

 

 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUUXIII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian pra-nikah 

sebelumnya dikhususkan untuk calon pasangan yang akan 

melaksanakan pernikahan, namun kini bisa dibuat oleh 

pasangan setelah perkawinan dilaksanakan.
51

 

Setelah perjanjian perkawinan dibuat, terciptalah 

hubungan hukum yaitu terciptanya hak serta kewajiban 

                                                     
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Peraturan pemerintah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015,”. 
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kepada suami istri yang wajib dipatuhi. Hak serta kewajiban 

pasangan suami istri atas harta benda terdapat dalam Bab VI 

Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Pengaturan benda dalam perkawinan juga 

diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974.
52

 

Perjanjian perkawinan menurut peraturan 

perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan). Di dalam KUH Perdata ketentuan 

perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 139 sampai Pasal 

154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa: “Dengan 

mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri 

adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari 

peraturan perundangundangan sekitar persatuan harta 

kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi kesusilaan 

yang baik dan asal diindahkan pula segala ketentuan di 

bawah ini menurut pasal berikutnya”
53

 

3.  Syarat Sah Perjanjian Pra Nikah  

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa syarat dalam 

perjanjian yaitu sebagai berikut:  

a. Tidak bertentangan dengan hukum syari’ah, maksudnya 

adalah perjanjian dibuat bukanlah perbuatan yang 

menyalahi syari’ah, karena perjanjian yang menyalahi 

peraturan hukum syari’ah ialah tidak sah atau batal, dan 

para pihak tidak wajib untuk menaati perjanjian itu 

karena bertentangan dengan hukum syari’ah. Sesuai 

Sabda Rasulullah SAW “Syarat apapun yang tidak 

terdapat dalam kitab Allah, maka adalah batil. Meskipun 

seratus syarat” (HR Muslim: 2734).
54

 

                                                     
52 Fayza Mifta Fauzia Risanto, “Op Cit,”. 
53 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam 

Perkawinan, 66. 
54 Layli YYusnia Adhani, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum 

Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 



  

 

 

34 

b.  Janji yang dibuat oleh kedua pihak berdasarkan dengan 

persetujuan kedua belah pihak, yaitu kedua pihak 

menerima isi perjanjian tersebut  

c.   Isi perjanjian harus jelas, artinya apa yang apa yang 

dijanjikan harus jelas isinya, supaya di kemudian hari 

tidak terjadi salah paham antara kedua belah pihak 

mengenai apa yang sudah disepakati.
55

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang 

hukum perkawinan disebutkan dalam Pasal 47 adalah:  

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan 

kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis 

yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai 

kedudukan harta dalam perkawinan.  

b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi 

percampuran harta pribadi dan pemisahan harta 

pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak 

bertentangan dengan Islam.  

c. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, 

boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan 

masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas 

harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.  

Selanjutnya pada Pasal 48 menyatakan bahwa:  

a. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai 

pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka 

perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan 

kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan tumah 

tangga.  

b. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi 

ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi 

pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan 

kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah 

tangga.
56
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Perjanjian perkawinan juga ini diatur dalam 

Pasal 29 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan antara lain: 

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 

belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan 

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan setelah mana isinya yang berlaku juga 

terhadap pihak ketiga tersangkut.  

b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana 

melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.  

c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan.  

d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak 

dapat diubah. Kecuali bila dari kedua belah pihak ada 

persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak 

merugikan pihak ketiga.
57

 

Dalam melakukan perjanjian pra nikah sebagai 

kesepakatan dan mengikat calon pasangan suami dan istri, 

pada dasarnya sama dengan kesepakatan umum lainnya, 

karena keduanya mengikatkan diri pada pasal 1320 KUH 

Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Syarat sah sebuah 

perjanjian dibutuhkan 4 syarat yakni:  

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;  

c. Mengenai suatu hal tertentu;  

d. Penyebab yang halal;
58

 

Persyaratan pertama dan kedua merupakan 

persyaratan subyektif, sebab berhubungan dengan subyek atau 

pihak yang melakukan kesepakatan, persyartan ketiga dan 

keempat disebut merupakan persyaratan obyektif sebab 

berhubungan dengan kesepakatannya sendiri atau objek dari 

tindakan hukum yang diperbuat. 

Dua pihak yang melakukan perjanjian wajib sepakat 
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dan menyetujui isi perjanjian yang dilakukan. Apapun yang 

diinginkan olehsatu pihak, juga diinginkan oleh pihak lain. 

Keduanya menginginkan hal yang sama secara timbal balik.  

Pihak yang melakukan perjanjian harus orang yang 

telah cukup umur serta memiliki akal sehat atau cakap 

menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH perdata disebutkan 

pihak yang belum sah untuk melakukan perjanjian yaitu: 

a. Orang-orang yang belum dewasa;  

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;  

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang 

d. Semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang 

membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
59

 

Syarat ketiga menyebutkan bahwa sebuah perjanjian 

harus tentang suatu hal tertentu, menyetujui hak serta 

kewajiban masingmasing pihak apabila terjadi konflik.
60

 

Pasal 1320 KUH perdata, dijadikan syarat keempat 

dari sebuah perjanjian yang sah terdapat sebab atau tujuan 

yang halal. Sebab yang dimaksud ialah isi dalam perjanjian 

tersebut. Suatu kemungkinan asumsi yang tidak benar harus 

dihapuskan. Sebab dimaksud oleh Undang-Undang adalah 

alasan yang menimbulkan seseorang melakukan suatu 

perjanjian.
61

 

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Pra Nikah  

Jenis perjanjian perkawinan sudah diatur dalam KUH 

Perdata dengan bentuk persatuan harta kekayaan suami dan 

istri selama pernikahan berlangsung.
62

 

Dalam Pasal 147 KUH Perdata menyatakan 

“Perjanjian Pra Nikah harus dibuat dengan akta notaris dan 

harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. 

Perjanjian pra nikah mulai berlaku pada saat perkawinan 

dilangsungkan. Tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”. 
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Agar sahnya perjanjian menurut hukum, wajib membuat 

dengan akta notaris lalu disahkan oleh petugas pencatatan 

nikah.
63

 

Dalam Pasal 149 KUH Perdata setelah 

dilangsungkannya perkawinan, isi dari perjanjian pra nikah 

tidak bisa diubah lagi dengan cara apapun. Apabila terjadi 

perceraian lalu menikah kembali, hal tersebut tidak dapat 

dijadikan sebagai landasan untuk mengubah isi perjanjian 

pra nikah terdahulu.
64

 

Hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam 

perjanjian pra nikah menurut KUHPerdata adalah sebagai 

berikut: 

a. Pasal 139  

Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat 

menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai 

harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan 

dengan tata tertib umum dan diindahkan pula 

ketentuan-ketentuan berikut.  

  b.  Pasal 140  

1). Tidak boleh melanggar hak marital dari suami 

yaitu hak suami di dalam statusnya sebagai suami 

yaitu umpamanya suami yang harus menetapkan 

di mana suami-istri harus bertempat tinggal.  

2). Tidak boleh juga melanggar hak kekuasaan orang 

tua. Menurut pasal 300, kekuasaan orang tua 

dilakukan oleh si suami.  

3). Tidak boleh melanggar hak yang diberikan 

undang-undang kepada suami atau istri yang 

hidup paling lama. Ini yang mengenai hak waris 

dari suami atau istri (Pasal 852 a). suami istri 

yang hidup paling lama demi hukum menjadi wali 

(Pasal 845).  

4). Tidak boleh melanggar hak suami di dalam 

statusnya sebagai kepala persatuan suami istri. 
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Umpamanya tidak boleh diperjanjikan bahwa si 

istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta 

persatuan.
65

 

c. Pasal 141 Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian 

hutang yang jatuh kepada salah satu pihak, ditentukan 

lebih besar dari bagian keuntungannya.  

d. Pasal 142 Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata 

umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada 

ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan 

atau peraturan daerah.
66

 

Ada 3 jenis kekayaan dalam perjanjian 

perkawinan, yaitu:  

a. Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh suami 

istri selama perkawinan berlangsung.  

b. Harta pribadi suami adalah kekayaan yang dibawa 

suami yang tetap dibawah kekuasaan suami, selama 

dalam perjanjian tidak ada ketentuan lain. 

c. Harta pribadi istri adalah kekayaan yang dibawa istri 

yang tetap dibawah kekuasaan suami, selama dalam 

perjanjian tidak ada ketentuan lain.
67

 

Perjanjian perkawinan berisi peraturan 

pengelolaan harta benda pasangan yang langsung 

dilaksanakan oleh mereka pribadi sesuai dengan 

kesepakatan. Perjanjian isinya tidak boleh bertentangan 

dengan kewajiban serta hak pasangan yang sudah 

diberikan oleh adat, agama, dan hukum.
68

 

Bentuk perjanjian yang dilarang adalah:  

a. Pasal 140 KUH Perdata: Mengurangi hak suami baik 

sebagai suami maupun kepala (persatuan) rumah 

tangga, menyimpang dari hak-hak yang timbul dari 

kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hakhak 

yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama 

antara suami istri.  
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b. Pasal 141 KUH Perdata: Melepaskan haknya sebagai 

ahli waris menurut hukum dalam warisan anak-

anaknya atau keturunannya. 

c. Pasal 142 KUH Perdata: Menetapkan bahwa salah satu 

pihak menaggung hutang lebih banyak dari pada 

bagiannya dalam keuntungan.
69

 

Apabila hal-hal tersebut dilanggar maka apa yang 

diperjanjikan itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga 

kedua pihak akan mendapatkan sebagian dari keuntungan 

dan mendapat Sebagian dari kerugian.
70
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